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ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) PADA
UPTD WILAYAH 1 BAPENDA PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ZESA RIANI

Pajak air permukaan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh
pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda). Untuk mengatur dan mengelola pemungutan pajak air permukaan,
pemerintah membentuk unit pelaksana praktisi daerah (UPTD) yang bertanggug
jawab atas wilayah tertentu, salah satunya adalah UPTD wilayah 1 Bapenda
provinsi lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara atau
prosedur pemungutan pajak air permukaan yang harus diikuti oleh pemilik atau
pengguna air permukaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah di
tetapkan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan staf yang
bertanggung jawab dan observasi langsung dengan mempelajari dan melihat setiap
prososes kegiatan yang ada pada UPTD wilayah 1 Samsat Bandar Lampung.

Kata Kunci  : Pajak Air Permukaan, Pajak Daerah, Pajak Provinsi
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara. Semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi, maka penghasilan yang diterima masyarakat akan
semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak yang diterima
oleh negara pun akan semakin tinggi. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua
yaitu Pajak Pemerintah Pusat dan Pajak Pemerintah Daerah. Pajak Pusat adalah
jenis pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral
Pajak (DJP). Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah melalui

Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2021 Pajak Daerah adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki beberapa ciri yang
membedakannya dengan pajak pusat. Pertama, pajak daerah bisa berasal dari
pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak
daerah. Kedua, pajak daerah hanya di pungut diwilayah administrasi yang
dikuasainya. Ketiga, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah

(perda) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan.

Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi yang pemungutannya

merupakan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), dan ada juga pajak



pemerintah kabupaten/ kota yang pemungutannya merupakan kewenangan
pemerintah kabupaten/ kota (Pemkab/ Pemkot). Pajak daerah Kabupaten/ Kota
dibagi menjadi beberapa jenis yaitu , pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan,
pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Pajak provinsi dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya, Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), dan

Pajak Rokok.

Pajak Provinsi salah satunya adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Pajak Air
Permukaan (PAP) adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan. Air permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan
tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat. Objek
Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan pasal 21. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau
badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan pasal 22. Kelompok pengguna air permukaan yang harus
membayar pajak, Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 15/PRT/M/2017 tentang tata
cara perhitungan besaran nilai perolehan air permukaan di lihat dari jenis
kegiatan usaha yang di lakukan di antaranya sosial, perusahaan non- niaga,

niaga atau perdagangan atau jasa, industri atau penunjang produksi, pertanian



termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan, pembangkit listrik (PLTA),

dan pertambangan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas
otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi serta tugas lain sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan
standar/pedoman;
b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dan

c. Pelayanan administratif.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur Pemerintah
Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola Pungutan Pajak
Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator di bidang Pendapatan

daerah.

UPTD Wilayah | Bapenda Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, organisasi dan tata
cara kerja unit pelaksana teknis daerah pendapatan pada badan pendapatan
daerah Provinsi lampung. UPTD pendapatan Wilayah | SAMSAT Bandar
Lampung bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi

Lampung untuk mengelola Pajak Air Permukaan (PAP) sejak tahun 2021.



1.2.

1.3.

1.4.

UPTD wilayah | memungut Pajak Air Permukaan (PAP) dari 2 Wajib Pajak

yaitu; PDAM Way Rilau, dan UD Sumber Alam.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, saya
selaku penulis mengangkat judul “TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR PERMUKAAN (PAP) PADA UPTD WILAYAH | BAPENDA

PROVINSI LAMPUNG”

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang ingin

penulis bahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

Bagaimana sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD

Wilayah | Bapenda Provinsi Lampung ?.

Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui

Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD Wilayah | Bapenda

Provinsi Lampung.

Manfaat dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir tersebut di atas, penulis

mengharapkan tercapainya manfaat yang didapatkan oleh semua pihak.

Manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Bagi Akademisi
Melalui penelitian tugas akhir ini para akademisi dapat membandingkan
bahwa teori- teori yang didapat selama masa perkuliahan, dan juga dapat

meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Lampung khususnya



Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena dapat belajar dan
mengimplementasikan ilmu yang didapat di dunia kerja.

. Bagi Instansi

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan evaluasi
mengenai pemungutan pajak air permukaan (PAP) pada UPTD Wilayah 1
Bapenda Provinsi Lampung.

. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat menjadi sarana sebagai penunjang dan penambah

wawasan terkait pajak air permukaan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya

kemakmuran rakyat.

Resmi (2019) menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar
oleh orang atau badan kepada negara, sesuai dengan undang- undang atas
penghasilan atau kekayaan yang diperolehnya, dan juga atas konsumsi barang
atau jasa tertentu. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan
untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang

memberikan manfaat bagi masyarakat.

Waluyo (2013), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi pajak di atas dapat di simpulkan bahwa pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat



memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

2.1.1. Fungsi Pajak
Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk

membiayai semua kebutuhan negara, adapun fungsi pajak :

1. Fungsi anggaran atau budgetair, pajak digunakan untuk membiayai anggaran
yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara, pajak
berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak
digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan
pembangunan.

2. Fungsi mengatur atau regulerend, melalui pajak, pemerintah dapat mengatur
pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur pajak dapat digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak maka pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini
membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil.

4.  Fungsi retribusi pendapatan, pajak digunakan untuk semua kepentingan
umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan ekonomi yang

menciptakan lapangan pekerjaan.



2.1.2 Ciri- Ciri Pajak

Adapun beberapa ciri- ciri pajak (Suleman, 2019):

1.  Pajak dipungut berdasarkan undang- undang yang berlaku.

2.  Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah yang bila
dari pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai public

investment.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah
(provinsi, kabupaten, atau kota) dalam suatu negara. Menurut Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak Daerah
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan

untuk pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011 :12) pajak daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan



secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pajak Air Permukaan

2.2.1 Definisi Pajak Air Permukaan
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah pajak air permukaan ialah pengambilan dan/
atau pemanfaatan air permukaan yang berasal dari semua air yang terdapat
pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut

maupun darat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyan
Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai
Perolehan Air Permukaan, bahwasanya Nilai Perolehan Air Permukaan

(NPAP) diperoleh dengan mengalikan:

a. Harga Dasar Air Permukaan
b.  Faktor Ekonomi Wilayah
C. Faktor Nilai Air Permukaan

d.  Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Harga dasar air permukaan mengacu pada keputusan menteri pekerjaan

umum dan perumahan rakyat nomor 12/KPTS/M/2019.

2.2.2 Objek dan Subjek PAP
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Pada pasal 21 objek dari pajak air permukaan adalah pengambilan dan/ atau
pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek

pajak air permukaan adalah:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk
keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan
rakyat, dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan
peraturan perundang-undangan.

2. Pengambilan dan/ atau air permukaan lainnya yang ditetapkan

dalam peraturan daerah.

Pada pasal 22, subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi
atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan.
2.2.3 Kelompok Pengguna PAP

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia
nomor 15/PRT/M/2017 tentang tata cara perhitungan besaran nilai perolehan
air permukaan. Pada pasal 7 di sebutkan jika pengguna air permukaan dilihat

dari jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan, di antaranya:

1. Sosial

2. Perusahaan non-niaga

3. Niaga atau perdagangan atau jasa

4. Industri atau penunjang produksi

5. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan

6. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air)
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7. Pertambangan

2.2.4 Tarif dan Cara Perhitungan PAP

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2018 pasal 3

menetapkan bahwa Tarif PAP ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari NPA.

Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan dasar pengenaan PAP
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tentang nilai perolehan air permukaan

dan dasar pengenaan pajak.

Rumus Perhitungan PAP adalah sebagai berikut :

Pajak Air Permukaan = Volume Air x Tarif Pajak + Faktor Pengali/Beban
Tambahan

Tabel 2.1 Rumus Perhitungan PAP

2.2.5 Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan PAP

Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak air
permukaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar

pengenaan pajak. Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender.

Berikut adalah langkah- langkah pemungutan dan pelaporan pajak air

permukaan :

1. Registrasi dan Pendaftaran
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Pemungutan pajak air permukaan biasanya menetapkan persyaratan untuk
pendaftaran dan registrasi sebagai pengambil air permukaan. Hal ini
dilakukan agar pemungut pajak dapat mengetahui jumlah pengambilan air
permukaan serta mempermudah proses pemungutan pajak.
Pendaftaran biasanya dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan
melampirkan dokumen pendukung seperti surat izin pengambilan air, surat
izin lingkungan, dan sejenisnya.

2. Penentuan Besaran Pajak
Besaran pajak air permukaan biasanya ditentukan berdasarkan volume air
yang diambil serta tarif yang berlaku. Tarif yang berlaku dapat berbeda-
beda di tiap daerah dan biasanya diatur dalam peraturan daerah atau
peraturan gubernur.

3. Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak air permukaan biasanya dilakukan secara berkala,
misalnya bulanan atau tahunan. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan
cara mengirimkan tagihan pajak kepada pengambil air permukaan atau
dengan mengirimkan petugas untuk mengambil pajak secara langsung.

4. Pelaporan Pajak
Pengambil air permukaan diwajibkan untuk melaporkan pajak air
permukaan yang telah dibayarkan kepada pemungut pajak. Pelaporan
pajak biasanya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan,
dan dapat dilakukan secara online atau dengan mengirimkan laporan pajak

secara fisik.

2.2.6 Contoh Perhitungan PAP
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Pajak air permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air dari
sumber permukaan seperti sungai, danau, atau waduk oleh industri atau
perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayar biasanya ditentukan
berdasarkan volume air yang diambil, jenis kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan atau industri, dan daerah geografis di mana perusahaan tersebut

beroperasi.

Contoh :

Perusahaan PDAM Way Rilau memiliki nilai perolehan air sebesar Rp
1.000/M3 dengan volume air yang di ambil sebesar 5.000.000 M3/bulan, maka,

besaran PAP adalah : 10% x Rp 1.000 x 5.000.000 M3 = Rp 500.000.000

Berdasarkan contoh kasus di atas, pajak terutang PDAM Way Rilau adalah Rp

500.000.000. Pajak tersebut akan dipungut pemerintah daerah.



BAB IlII
METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai
pedoman dalam melakukan proses penelitian. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian deskriptif, desain penelitian bertujuan untuk memberi
pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan

penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak air

permukaan (pap) pada UPTD wilayah 1 Bapenda Provinsi Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian deskriptif kualitatif
adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang
biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana

peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Sumber Data
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil
penyusunan laporan pajak air permukaan (PAP) UPTD Wilayah | Bapenda

Provinsi Lampung tahun pada saat praktik kerja lapangan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui
pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau data hasil
wawancara dengan narasumber. Data primer biasanya akan berbentuk

mentah dan harus diolah kembali

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau
melalui media perantara seperti buku, bukti yang telah ada, atau arsip
yang telah dipublikasikan. Data sekunder digunakan penulis sebagai

penunjang dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan

laporan akhir yaitu:

1. Penelitian lapangan
Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian melalui
observasi dan kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang telah
didapatkan dari UPTD Wilayah | Bapenda Provinsi Lampung

2. Studi Pustaka
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Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang

pajak seperti Undang- Undang yang mengatur tentang pajak air permukaan.

3.4 Objek Kerja Praktik
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis di tempatkan di bagian
kasi penerimaan dan penagihan pada kantor Samsat Bandar Lampung yang
berlokasi di JI. Pramuka, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan

pada tanggal 04 Januari — 10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan
Bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Tingkat | Lampung pada

bulan Maret 1964, dinas ini masih berupa bagian yang bernama “Bagian Pajak
dan Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung”. Kemudian pada tahun 1968
sampai 1969 ditingkatkan menjadi Biro Penghasilan Daerah Tingkat |
Lampung. Selanjutnya dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur
Nomor G/193/VII/TH 1969 diganti nama menjadi “Bagian Penghasilan
Daerah” yang dimasukkan dalam biro keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah

Tingkat | Lampung. Kemudian melalui keputusan Gubernur Lampung Nomor
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Des/0254/B.VII/HK/1991 dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung sebagai dinas daerah tingkat | Lampung yang berdiri
otonom berdasarkan keputusan Gubernur G/163/DP/HK/1972 tanggal 9

November 1972.

Pergantian nama kembali sesuai SK Gubernur No. G/102/B.11/HK/80 tanggal
21 Mei 1980 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Lampung tanggal 23
Desember 2000, Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan menjadi “Dinas Pendapatan

Provinsi Lampung”.

UPTD | dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Lampung No. 29
tahun2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. UPTD pengelolaan
pendapatan Wilayah 1 Kelas A, berkedudukan di Kota Bandar Lampung,

meliputi:

a. Samsat Unit Pelayanan Cepat (UPC) Bandar Lampung.
b. Samsat Mall Kartini Bandar Lampung.

c. Samsat Mall Chandra Bandar Lampung.

d. Samsat Ladies Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung.
e. (Mall Boemi Kedaton) Bandar Lampung.

f. Samsat Keliling | dan Il Bandar Lampung.

g. Samsat Container Sukaraja Bandar Lampung.



3.4.2.2 Struktur Organisasi UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar
Lampung
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Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan

pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BAPENDA

ADI ERLANSYAH, S.E., M.M

KEPALA UPTD |

ERVIN FERDIAN, S.H., M.M.

KASI PENERIMAAN &
PENAGIHAN

KASI PENDATAAN &
PENETAPAN

IRFAN HERMAYADI, S.E., M.T.

YUDHA MAHARDIKA, S.T., M.M.

STAF

STAF

KASUBBAG TATA USAHA

PUSPA INDAH, S.E., M.M.

STAF

KOORDINATOR PELAKSANA
SAMSAT MAL CHANDRA

KOORDINATOR PELAKSANA
SAMSAT MAL KARTINI

KOORDINATOR PELAKSANA
SAMSAT LADIES MBK

KOORDINATOR PELAKSANA
SAMSAT UPC

SEPRIYANSYAH, S.Sos., M.M.

JORDI DARMAWAN, S.H., M.M.

OKTARINA F. NASSERY,
S.Hut.. M.M.

ANITA R. PUSPANEGARA. S.Sos

KOORDINATOR PELAKSANA
SAMSAT MOBIL KELILING 1

TRI MURYADI, S.IP.

KOORDINATOR PELAKSANA
SAMSAT MOBIL KELILING 2

ARIZAL FIRDAUS, S.E., M.M.

KOORDINATOR PELAKSANA
SAMSAT CONTAINER

ARIS SUSANTO, S.IP., M.M.

Tabel 3.1 Struktur Organisasi UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung
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3.4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi UPTD Wilayah 1

a. KepalaUPTD 1

1) Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan
otonomi daerah dibidang penghimpunan pajak daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merumuskan
kebijakan mengenai teknis penghimpunan pajak daerah sesuai
dengan perundang-undangan yang dan kebijakan yang telah
ditetapkan.

2) Mengumpulkan dan mendaftarkan data, membuat keputusan dan
keberatan, serta penagihan dan pelaksanaan.

3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam mengumpulkan
dan pendaftaran data, keputusan dan keberatan, penagihan dan
pemeriksaan.

4) Melakukan pengembangan potensi Pajak Bumi dan Bangunan
seperti pendapatan pajak properti dan pajak kontruksi, serta
penerapan prosedur penyelesaian pajak properti dan kontruksi.

b. Sub Bagian Tata Usaha

1) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan
teknis operasional.

2) Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi

pegawai.



C.
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3) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah
tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan,
ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan.

4) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan
dan keamanan kantor.

5) Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan,
pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan barang.

6) Melaksanakan pengadaan barang.

7) Mengatur dan mengelola barang-barang investasi.

8) Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis
pakai serta pendistribusiannya.

9) Menyusun laporan pengelolaan asset secara berkala.

10) Menyusun laporan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran
gaji pegawai.

11) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.

12) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan.

13) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan
laporan keuangan.

14) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Sub Pendataan dan Penetapan
1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas sub bidang penetapan pajak bumi.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian
perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan pajak bumi.
Melaksanakan penyiapan bahan penetapan masal pajak bumi.
Melaksanakan penghitungan penetapan pajak bumi.
Melaksanakan cetak massal surat pemberitahuan pajak
terutang pajak bumi.

Melaksanakan penyampaian surat pemberitahuan pajak
terutang pajak bumi kepada wajib pajak.

Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian daftar himpunan
ketetapan pajak dan pembayaran pajak bumi.

Melaksanakan administrasi dan pemrosesan pemohonan
penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi.
Melaksanakan penerbitan salinan surat pemberitahuan pajak
terutang sebagai pengganti surat pemberitahuan pajak terutang

yang rusak, hilang, atau belum diterima.

10) Melaksanakan penerbitan surat keterangan nilai jual objek

pajak.

11) Melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat

ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak
daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah
nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan

pajak daerah, dan surat keputusan pajak bumi.

d. Bidang Penagihan dan Penetapan



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang penagihan,
penerimaan dan pemeriksaan.

Pelaksanaan penagihan pajak daerah.

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait
dalam pelaksanaan penagihan, pelayanan dan pemeriksaan
pajak pajak daerah.

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas
pemungut pajak daerah.

Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda
berharga.

Pelaksanaan rekonsiliasi beda berharga dengan perangkat
daerah terkait.

Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional
teknis penagihan.

Pelaksanaan penagihan pajak daerah.

10) Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/

pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang

disetujui.
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11) Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak

daerah.

12) Pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang daerah pajak.

13) Pelaksanaan koordinasi penerimaan dana transfer.
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14) Pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan daerah dan
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah.
3.4.2.4 Visi dan Misi Instansi UPTD Wilayah 1

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada
masyarakat.
b. Misi

Meningkatkan kualitas kepada masyarakat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung nomor 25 tahun

2018 pasal 3 menetapkan bahwa tarif PAP ditetapkan 10% (sepuluh persen)
dari nilai perolehan air (NPA). Besarnya pokok PAP yang terhutang di
hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2

tentang nilai perolehan air permukaan dan dasar pengenaan pajak (DPP).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada UPTD Wilayah |
Bapenda Provinsi Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan E-
PAP dapat beroperasi sangat optimal, karena dapat mempermudah dalam
pemungutan penyetoran pajak air permukaan (PAP), jadi wajib pajak (WP)
tidak perlu mendatangi kantor UPTD Wilayah | Samsat Bandar Lampung
untuk melakukan pelaporan, penyetoran serta pembayaran pajak air

permukaan (PAP) karena pembayaran PAP cukup dengan aplikasi E-PAP .

Pajak air permukaan (PAP) pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa
pemungutan atau penyetoran PAP sudah melebihi target yang dicapai.
Adapun target pencapaiannya adalah Rp.92.795.716 dan penerimaan

terealisasi sebesar Rp.106.390.646 atau dengan persentase 114,65%.
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5.2 Saran

Saran yang diberikan pada kantor UPTD Wilayah | Bandar
Lampung yang berlokasi di JI. Pramuka No0.01 Raja Basa Bandar Lampung
adalah lebih terus di pertahankan dan ditingkatkan baik pelayanan maupun

lainnya
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